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The study aims to examine the effect of local government revenue, capital expenditure, 
intergovernmental revenue and local government size on the financial performance of the 
local government distric/city in east java province. The dependent variable applied in the 
research was financial performance as measured by the regional financial independence ratio, 
while the independent variable was local government revenue, capital expenditure, 
intergovernmental revenue, and  local government size. The population in this study was a 
local government district/city in east java province in the year2008-2017. The sample in the 
study was salescted by purposive sampling method, and the data obtained were 201 sample. 
The analysi technique used in this research was multiple regression analysis. Result of the 
analysis proved that the local government revenue and capital expenditure variable 
significantly and positively affected on the financial performance of local government 
district/city in east java province. While intergovernmental revenue and local government 
size variable significantly and negatively affected on the financial performance of local 
government district/city in east java province 
Keywords: Local Government Revenue, Capital Expenditure, Intergovernmental 
Revenue, Local Government Size, Financial Performance 
PENDAHULUAN 
Undang-Undang No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah dan 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, 
mencakup pembagian keuangan antara 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara 
proporsional, demokritis, adil dan 
transparan dengan memperhatikan potensi, 
kondisi dan kebutuhan daerah. 
Desentralisasi diyakini dapat menjadi salah 
satu alat untuk meningkatkan kemandirian 
daerah, dalam rangka meningkatkan 
pembangunan daerah (Ayu, 2018). 
Penyelenggaraandesentralisasi terkait 
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, salah satunya adalah pembentukan 
daerah otonom dan penyerahan kekuasaan 
secara hukum dari Pemerintah Pusat ke 
Pemerintah Daerah untuk mengurus 
pemerintahan dan perekonomiannya 
masing-masing.  
Tujuan otonomi dan outcome 
dalam desentralisasi mewajibkan setiap 




untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi 
makro dan sumber daya yang tersedia, 
sehingga dapat mengalokasikannya secara 
tepat sesuai kebijakan pemerintah. 
Pengelolaan keuangan daerah secara 
mandiri oleh Pemerintah Daerah juga 
bertujuan agar proses pembangunan yang 
dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa 
harus menunggu bantuan pendanaan 
yangbersumber dari pusat, oleh sebab itu 
pengukuran kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah sangat penting dilakukan di 
penyajian laporan keuangan. 
Penyajian laporan keuangan 
Pemerintah sebagai bentuk 
pertanggungjawaban publik, serta sebagai 
upaya transparansi pengelolaan keuangan 
kepada masyarakat (Diptyana dan 
Rokhmania, 2018). 
Pemerintah Daerah harus 
berupayauntuk mengoptimalkan 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan sumber dana lainnya bagi 
daerah. Sumber–sumber pendapatan asli 
daerah bisa berasal dari pajak dan 
restribusi daerah, sumber dana daerah atau 
melalui dana perimbangan yaitu dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus dan 
dana bagi hasil (Alexander, 2016). Selain 
itu Pemerintah Daerah juga bisa 
mengoptimalkan potensi pendapatan yang 
dimiliki dan salah satunya dengan 
memberikan porsi belanja daerah yang 
lebih besar untuk sektor-sektor produktif 
(Andirfa, 2016).  
Kemakmuran suatu daerah 
ditentukan dengan besarnya nilai tambah 
yang tercipta berupa pendapatan yang 
diperoleh dari daerah tersebut. 
Pertumbuhan nilai tambah yang positif 
mendorong adanya investasi bagi daerah 
tersebut. Dengan adanyainvestasi,juga 
dapat mendorong adanya perbaikan 
infrastruktur daerah.Infrastruktur daerah 
yang baik serta investasi yang tinggi di 
suatu daerah akan meningkatPendapatan 
Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan 
juga menambah belanja modal Pemerintah 
Daerah tersebut (Gideon, 2013). 
Berdasarkan fenomena yang ada 
menurut data Statistik Keuangan 
Pemerintah Provinsi Badan Pusat Statistik 
(BPS) yang dipublikasikan pada Januari 
2018, realisasi penerimaan anggaran 
Pemprov Jawa Timur mencapai Rp. 26,53 
triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli 
Daerah senilai 15,82 triliun, dana 
perimbangan Rp 9,04 triliun, pendapatan 
daerah yang sah 105 miliar dan pendanaan 
daerah Rp 1,57 triliun. 
PAD Jawa Timur mengalami 
kenaikan selama  tahun 2018 karena Kota 
Surabaya mampu merealisasikan 
Pendapatan Asli Daerah mereka mencapai 
3,7 triliun dari target yang ditentukan 




pendapatan tersebut disebabkan oleh 
tingginya BPHTB dan Pajak Bumi dan 
Bangunan, menurut Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 
Pemkot Surabaya Yusron Sumartono yang 
diliput dalam Radar Surabaya 
(28/12/2018). 
APBD yaitu Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah dimana untuk tahun 2018 
Anggaran Belanja Provinsi Jawa Timur 
yang disetujui yaitu Rp 30,7 triliun yang 
didasarkan untuk kebutuhan provinsi 
dengan didasarkan dari pendapatan daerah 
tahun 2018. Kebutuhan Provinsi yang 
umumnya dilakukan Pemerintah Daerah 
yaitu dalam hal perbaikan infrastruktur 
daerah, meliputi pembangunan jalan raya, 
perbaikan atau bangunan aset daerah. 
Berdasarkan kedua fenomena yang telah 
disebutkan, hal ini dapat menjadi acuan 
peneliti untuk menerapkan teori dalam 
penelitian yang akan digunakan yaitu 
Teori Keagenan.  
Teori Keagenan (Agency Theory) 
yang pada awalnya dikembangkan oleh 
Jensen dan Meckling (1976) 
mendefinisikan teori keagenan sebagai 
hubungan antara agen (manajemen suatu 
usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). 
Hubungan keagenan terdapat suatu kontrak 
dimana satu orang atau lebih (principal) 
memerintah orang lain (agent) untuk 
melakukan suatu jasa atas nama prinsipal 
dan memberi wewenang kepada agen 
untuk membuat keputusan yang terbaik 
bagi prinsipal. Sesuai teori ini, 
dapatdigambarkan bahwa hubungan rakyat 
dengan pemerintah dapat dikatakan 
sebagai hubungan keagenan, yaitu 
hubungan yang timbul karena adanya 
kontrak yang ditetapkan oleh rakyat 
(prinsipal) yang menggunakan pemerintah 
(agent) untuk menyediakan jasa yang 
menjadi kepentingan rakyat. Pemerintah 
Daerah harus mampu memaksimalkan 
pendapatan daerah dalam penggunaannya 
untuk belanja yang dapat meningkatkan 
kinerja keuangan sehingga dapat 
memberikan pelayanan yang baik bagi 
masyarakat. 
Variabel pertama adalah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki 
definisi yaitu penerimaan yang diperoleh 
daerah dari sumber-sumber di dalam 
daerahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku untuk memperkecil 
ketergantungan dana dari Pemerintah 
Pusat. Penelitian yang dilakukan oleh 
Rioni (2019) menyatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah, sedangkan penelitian 
yang dilakukan oleh Ida Bagus Badjra 
(2017) menyatakan bahwa Pendapatan 




terhadap kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah 
Variabel kedua adalah belanja 
modal memiliki definisi yaitu komponen 
belanja langsung dalam anggaran 
pemerintah yang menghasilkan output 
berupa aset tetap. Semakin meningkat 
belanja modal menunjukkan berapa besar 
investasi yang dilakukan pemeintah daerah 
kepada publik dan diharapkan mampu 
memberi dampak langsung maupun tidak 
langsung sehingga kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah juga meningkat. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus 
Badjra (2017) menyatakan bahwa belanja 
modal berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah,sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Gideon 
(2013) belanja modal tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah. 
Variabel ketiga yaitu dana 
perimbangan yang memiliki definisi 
pemberian dana dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah untuk 
pembangunan daerah agar desentralisasi 
dapat tercapai. Tujuan diberikannya dana 
perimbangan adalah sebagai upaya untuk 
pemerataan pembangunan dan upaya 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah untuk melakukan efisiensi biaya 
otonom daerah.. Penelitian yang dilakukan 
oleh Ida Bagus Badjra (2017) menyatakan 
bahwa dana perimbangan berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah, sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) 
menyatakan bahwa dana perimbangan 
tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah. 
Variabel keempat adalah ukuran 
Pemerintah Daerahyang memiliki definisi 
yaitu ukuran besar kecilnya pemerintah 
suatu daerah yang dapat diukur dengan 
total aset, jumlah pegawai, total 
pendapatan dan tingkat prduktifitas (Sari, 
2016). Ukuran Pemerintah Daerah 
menunjukkan seberapa besar pemerintahan 
daerah dengan jumlah aset atau pegawai 
atau produktifitas yang lebih besar 
sehingga diharapkan memiliki kinerja 
keuangan yang lebih baik daripada daerah 
yang kecil. Penelitian yang dilakukan oleh 
Sari (2016) menyatakan bahwa ukuran 
Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah, 
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 
Rioni (2019) menyatakan bahwa ukuran 
Pemerintah Daerah tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah.  
Berdasarkan latar belakang yang 
telah di uraikan di atas dan dengan adanya 
research gap dari hasil penelitian 
terdahulu, maka menjadikan peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli 




Perimbangan Dan Ukuran Pemerintah 
Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah Padakab/Kota Di 
Provinsi Jawa Timur”. 
 
RERANGKA TEORITIS YANG 
DIPAKAI DAN HIPOTESIS  
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Kinerja mempunyai pengertian 
sebagai gambaran mengenai tingkat 
pencapaian suatu kegiatan, program, 
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 
tujuan, visi, dan misi organisasi yang 
tertulis dalam rencana strategis suatu 
organisasi (Mahsun, 2016:25). Tingkat 
pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang 
keuangan daerah yang meliputi 
penerimaan dan belanja daerah dengan 
menggunakan sistem keuangan yang 
ditetapkan melalui suatu kebijakan atau 
ketentuan  perundang-undangan selama 
satu periode anggaran (Sari, 2016).  
Rasio kemandirian menunjukkan 
kemampuan pemerintah dalam membiayai 
sendiri kegiatan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan kepada 
masyarakat yang telah membayar pajak 
dan retribusi sebagai sumber pendapatan 
yang diperlukan daerah (Halim, 2007). 
Rasio kemandirian keuangan daerah 
menggambarkan ketergantungan daerah 
terhadap Pendapatan Transfer. Semakin 
tinggi Rasio kemandirian mengandung arti 
bahwa tingkat ketergantungan daerah 
terhadap bantuan pihak ekstern semakin 
rendah dan demikian pula sebaliknya. 
Rasio kemandirian juga menggambarkan 
tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Setiap daerah pasti memiliki 
sumber daya tersendiri yang bisa mereka 
pakai guna menghasilkan pendapatan 
(income) untuk menjalankan roda 
perekonomiannya. Income tersebut biasa 
disebut dengan Pendapatan Asli Daerah 
atau PAD yang dalam Bahasa Inggris 
dikenal sebagai Local Government 
Revenue. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan 
Daerah Pasal 1 Angka 18 tertulis: 
“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya 
disebut PAD adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan”. 
Belanja Modal 
Belanja sering juga disebut dengan 
beban, dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 
menggunakanistilah beban tetapi Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 
menggunakan istilah belanja. Berdasarkan 
PP Nomor 71 Tahun 2010, beban negara 
adalah kewajiban pemerintah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
Sementara itu, definisi menurut Peraturan 




sebagai berikut: “Belanja adalah kewajiban 
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih.” 
Menurut Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP),belanja modal adalah pengeluaran 
yang dilakukan dalam rangka 
pembentukan modal yang sifatnya 
menambah aset tetap atau inventaris yang 
memberikan manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi, termasuk di dalamnya 
adalah pengeluaran untuk biaya 
pemeliharaan yang sifatnya 
mempertahankan atau menambah masa 
manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan 
kualitas aset. 
Dana Perimbangan 
Menurut UU Nomor 25 tahun 1999 
yang dimaksud dengan dana perimbangan 
adalah “Dana yang bersumber dari 
penerimaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 
kepada daerah untuk membiayai 
kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Dua prinsip 
yang mendasari desentralisasi fiskal 
sejalan dengan fungsi dan kewenangan 
daerah yang harus dijalankannya adalah 
otonomi dan penerimaan yang memadai 
(revenue adequacy).Pemerintah Daerah 
pada prinsipnya harus memiliki 
kewenangan dan fleksibilitas dalam 
menentukan prioritas-prioritasnya, serta 
didukung oleh penerimaan daerah yang 
memadai. Sumber-sumber penerimaan 
daerah tidak hanya berasal dari daerah itu 
sendiri, tetapi juga termasuk bagi hasil 
(revenue shaing) dan transfer yang berasal 
dari pusat. 
Ukuran Pemerintah Daerah 
Ukuran daerah adalah salah satu 
elemen dari struktur organisasi dan 
prediktor signifikan sebagai tolok ukur 
atau acuan untuk mengetahui seberapa 
besar cakupan suatu objek tertentu (Aulia 
Rizka Kusuma, 2017). Suatu Pemerintah 
Daerah yang berukuran besar memiliki 
jumlah dan transfer kekayaan yang besar, 
sehingga Pemerintah Daerah akan 
mendapatkan pengawasan yang lebih besar 
(Susilawati, 2016). Pemerintah Daerah 
yang besar juga lebih kompleks dalam 
pengelolaan keuangannya, sehingga 
semakin banyak informasi keuangan yang 
harus dilaporkan untuk mengurangi 
terjadinya asimetri informasi. 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) terhadap KinerjaKeuangan 
Pemerintah Daerah  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah pendapatan yang diperoleh daerah 
yang dipungut berdasarkan peraturan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Undang-Undang No. 33 Tahun 
2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan komponen pendapatan daerah 
yang harus terus dipacu pertumbuhannya. 
Pemerintah Daerah dengan pendapatan 




memberikan kinerja yang baik.Jika 
Pemerintah Daerah dengan aset dan 
kekayaan yang besar namun kinerja 
efisiensinya dinilai masih buruk maka 
Pemerintah Daerah tersebut harus 
instropeksi dan melakukan perbaikan ke 
depannya.  Ayu (2018) dalam 
penelitiannya Kabupaten dan Kota se-Jawa 
Barat menyatakan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan 
penelitian serupa yang dilakukan oleh 
Rioni (2019) dalam penelitiannya 
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Pengaruh Belanja Modal terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
Belanja modal merupakan 
keseluruhan pengeluaran Pemerintah 
Daerah yang digunakan untuk memperoleh 
aset tetap yang masa manfaatnya lebih dari 
satu periode atau satu tahun. Besarnya 
belanja modal menggambarkan besarnya 
pengeluaran Pemerintah Daerah yang 
digunkan untuk membangun infrastruktur 
dan sarana bagi masyarakat sehingga dapat 
meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat yang akan berujung pada 
peningkatan kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah(Sudarsana, 2013). Wibowo (2017) 
dalam penelitiannya Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa 
belanja modal berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 
Sedangkan penelitian serupa yang 
dilakukan oleh Ida Bagus Badjra (2017) 
dalam penelitiannya Kota/Kab di Bali 
menyatakan bahwa belanja modal 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan 
uraian diatas, maka dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H2 : Belanja Modal berpengaruh 
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Pengaruh Dana Perimbangan terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Berdasarkan UU No.33 Tahun 
2004 Dana Perimbangan adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Apabila 
realisasi belanja daerah lebih tinggi 
daripada pendapatan daerah maka akan 
terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk 
menutup kekurangan belanja daerah maka 
Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam 
bentuk dana perimbangan kepada 
Pemerintah Daerah. Sari (2016) dalam 




Sumatera menyatakan bahwa dana 
perimbangan berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan 
Ayu (2018) dalam penelitiannya 
Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat 
menyatakan bahwa dana perimbangan 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian 
diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
H3 : Dana Perimbangan berpengaruh 
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah 
terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah  
Size yang besar dapat membantu 
kegiatan operasional Pemerintah Daerah 
yang diiringi dengan meningkatnya kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut 
disebabkan karena Pemerintah Daerah 
yang memiliki ukuran asset besar dengan 
tekanan yang besar untuk melakukan 
pengungkapan atas laporan keuangannya. 
Aziz (2016) menyatakan bahwa semakin 
besar ukuran dari suatu entitas maka 
tekanan yang dimiliki akan semakin besar. 
Ukuran yang besar dalam pemerintah akan 
memberikan kemudahan kegiatan 
operasional yang kemudian akan 
mempermudah dalam  memberi pelayanan 
masyarakat memadai. Aziz (2016) 
penelitiannya yang dilakukan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 
menyatakan bahwa ukuran Pemerintah 
Daerah berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan 
Sari (2016) penelitiannya yang dilakukan 
Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera 
menyatakan bahwa ukuran Pemerintah 
Daerah berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan 
uraian diatas, maka dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut: 
H4 : Ukuran Pemerintah Daerah 
















Berdasarkan paradigma riset, 
peneliti melakukan penelitian ini untuk 
mengetahui kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah pada seluruh Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur karena metode pengumpulan 



















objek data menggunakan Laporan 
Keuangan Pemerintah (LKPD). Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) 
yang digunakan ialah Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) dan Neraca dari seluruh 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 
2008-2017.  
 
Definisi Operasional & Pengukuran 
Variabel 
a. Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah(Y)  
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
adalah tingkat pencapaian dari suatu 
hasil kerja dibidang keuangan daerah 
yang meliputi penerimaan dan belanja 
daerah dengan menggunakan system 
keuangan yang ditetapkan melalui 
suatu kebijakan atau ketentuan  
perundang-undangan selama satu 
periode anggaran (Sari, 2016). 
Penelitian ini akan mengukur kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah dengan 
menggunakan rasio kemandirian 
(Halim, 2007). Rumus yang digunakan 




𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒔𝒍𝒊 𝑫𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 
𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓
 × 𝟏𝟎𝟎% 
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pusat dan Daerah 
pasal 1 angka 18 tertulis: “Pendapatan 
Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD 
adalah pendapatan yang diperoleh 
daerah yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan”. 
Penelitian ini akan mengukur 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 
rumus (Suryono, 2019): 
 
 
c. Belanja Modal (X2) 
Berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP), belanja modal 
adalah pengeluaran yang dilakukan 
dalam rangka pembentukan modal 
yang sifatnya menambah aset tetap 
atau inventaris yang memberikan 
manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi, termasuk di dalamnya 
adalah pengeluaran untuk biaya 
pemeliharaan yang sifatnya 
mempertahankan atau menambah masa 
manfaat, serta meningkatkan kapasitas 
dan kualitas aset. Penelitian ini akan 
mengukur Belanja Modal dengan 
rumus (Suryono, 2019): 
 
 
d. Dana Perimbangan 
Menurut UU Nomor 25 tahun 1999 
yang dyimaksud dengan dana 
perimbangan adalah“Dana yang 
(PAD) = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan + Lain- Lain PAD Yang  Sah 
BM = Belanja Tanah + Peralatan & Mesin + 
Gedung & Bangunan + Jalan, Irigasi, Jaringan + 




bersumber dari penerimaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) yang dialokasikan kepada 
daerah untuk membiayai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Penelitian ini akan 
mengukur Dana Perimbangan dengan 




e. Ukuran Pemerintah Daerah (X4) 
Ukuran (size) pada instansi pemerintah 
dapat dilihat dari total aset, luas 
wilayah atau jumlah penduduk, tetapi 
pada umumnya peneliti menggunakan 
total aset mengikuti penelitian yang 
dilakukan oleh (Maiyora, 2015). 
Penelitian ini akan mengukur Ukuran 
Pmerintah Daerah dengan 
menggunakan rumus (Suryono, 2019) 
 
Populasi dan Teknik Pengambilan 
Sampel 
Populasi yang digunakan 
yaituLaporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) yang terdiri dari 29 
Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa 
Timur. Periode yang digunakan adalah 
2008 hingga 2017. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan metode sampling 
jenuhdengan Kabupaten dan Kota di 
Provinsi Jawa Timur 
Data & Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan adalah data 
jenis sekunder yang berupa laporan 
keuangan tahunan. Sumber data yang 
digunakan penelitian ini melalui pencarian 
sumber yang diperoleh dari 
www.djpk.kemenkeu.go.id 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini dilakukan 
menggunakan metode analisis kuantitatif 
Menggunakan program SPSS 23 dengan 
beberapa teknik analisis data sebagai 
berikut: 
1. Analisis Statistik Deskriptif  
2. Uji Asumsi Klasik 
3. Uji Hipotesis 
4. Analisis Regresi Linier Berganda 
 
HASIL PENELITIAN  DAN 
PEMBAHASAN 
Tabel 4.1 











 Sumber: Data yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel di atas adalah hasil uji 
normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 
menunjukkan bahwa besarnya nilai 
DP = Bagi Hasil Pajak + Bagi Hasil 
Bukan Pajak + Dana Alokasi Uumum 
(DAU) + Dana Alokasi Khusus 




Kolmogorov-Smirnov adalah 0,059 dan 
nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,090 > 0,05 
yang berarti gagal tolak H0. Hal ini berarti 
dapat disimpulkan bahwa residual hasil 
regresi berdistribusi normal.  
Tabel 4.2 
Hasil Pengujian Multikolinieritas 


















Sumber: Data yang diolah, 2019 
Dari hasil pengolahan IBM SPSS Statistics 
23 yang dapat dilihat pada tabel di atas, 
menunjukkan bahwa semua nilai tolerance 
masing-masing variabel memiliki nilai 
tolerance> 0,10. Selain dilihat dari nilai 
tolerance, untuk mengetahui ada tidaknya 
korelasi antar variable independen dapat 
dilihat dariVarian Inflation Factor (VIF) 
pada masing-masing variabel independen 
tidak ada satupun yang memiliki nilai VIF 
< 10,00. Hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada 
data yang diuji yang berarti penelitian 
dapat dilanjutkan. 
Tabel 4.3 




Sumber: Data yang diolah, 2019 
Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi 
pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai 
Durbin-Watson sebesar 1.718 sementara 
dari tabel Durbin-Watson dengan 
signifikansi 0,05. Jumlah sampel sebanyak 
201, serta jumlah variable independen 
sebanyak 4 variabel (k=4) diperoleh nilai 
dL sebesar 1.73815 dan dU sebesar 1.70901. 
Data dU sebesar 1.79901 sehingga 4-dU 
adalah sebesar 2.20099 maka hasilnya 
1.79901 >1.718 < 2.20099. Berdasarkan 
pengujian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa model regresi pada penelitian ini 
terjadi autokorelasi. 
Tabel 4.4 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.281 .197  11.602 .000 
PAD 
2.392 .000 .622 3.819 .000 
BM 
-2.685 .000 -490 -3.529 .001 
DP 
-3.398 .000 -.259 -2.798 .006 
UPD 
7.664 .000 .252 1.677 .095 
Sumber: Data yang diolah, 2019 
Dari hasil olah SPSS Uji 
Heteroskedastisitas pada tabel 4.7 
menunjukkan bahwa nilai signifikan 
variabel independen hasil regresi antara 
absolut residual dengan variabel 
independen ada yang kurang dari α = 0,05. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki 
Sig 0,000 < 0,05; Belanja Modal memiliki 
Sig 0,001 < 0,05; Dana Perimbangan 




Ukuran Pemerintah Daerah memiliki Sig 
0,095 > 0,05. Dari perhitungan tersebut, 
maka hal ini dapat disimpulkan bahwa 
model regresi tersebut mengalami kasus-
kasus heteroskedastisitas 
Tabel 4.5 
Hasil Pengujian R2 
 
Model R Square Adjusted R Square 
1 .985 .985 
Sumber: Data yang diolah, 2019 
Tabel 4.8 menunjukkan hasil pengujian 
bahwa nilai Adjusted R Squaresebesar 
0,985, maka dapat disimpulkan bahwa 
besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Belanja Modal, Dana Perimbangan 
dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 
mampu menjelaskan variabilitas variabel 
dependen Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah sebesar 0,985 atau 98,5%. 
Sementara itu, ada faktor lain sebesar (100 
- 98,5% = 1,5%) dijelaskan oleh variabel 
lain diluar model penelitian ini. 
Tabel 4.6 






Square F Sig. 
1 Regressio
n 




Residual 1.217.311 196 6.211   
Total 82.971.921 200    
Sumber: Datayang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.9, dapat 
diketahui bahwa nilai F hitung adalah 
3.290.840. Sedangkan F tabel sebesar 
2,65. hasilnya F hitung = 3.290.840> F 
tabel 2,65, maka variable X1, X2, X3 dan 
X4 secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y, dengan nilai Sig. 
0,000 < 0,05. Keputusan tolak H0, hal ini 
dapat disimpulkan bahwa model fit atau 
sesuai sehingga dapat dilakukan 
interprestasi lebih lanjut. 
Tabel 4.7 
Hasil PengujianStatistik  t 
 
Model t Sig. 
Constant 54.092 .000 
PAD 60.989 .000 
BM 9.172 .000 
DP -69.866 .000 
UPD -5.436 .000 
Sumber: Data yang diolah, 2019 
Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan 
bahwa variabel bebas yang nilai t-hitung > 
t-tabel atau nilai sig < alfa sebagai berikut: 
a. Pendapatan asli daerah berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 
Hal ini dapat dilihat dari  t-hitung 
(60.989) > t-tabel (1.972) dengan nilai 
Sig 0,000 < 0,05 
b. Belanja Modal berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah.  Hal ini 
dapat dilihat dari t-hitung (9.172) > t-
tabel (1.972) dengan nilai Sig 0,000 < 
0,05 
c. Dana Perimbangan berpengaruh secara 
negatif dan signifikan terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini 




t-tabel (1.972) dengan nilai Sig. 0,000 
< 0,05 
d. Ukuran Pemerintah Daerah 
berpengaruh secara negatif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah. Hal ini dapat 
dilihat dari t hitung (-5.436) < t-tabel 
(1.972) dengan nilai Sig 0,000 < 0,05 
Tabel 4.8 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 17.650 .326 
 
54.092 .000 
PAD 6.342 .000 1.319 60.989 .000 
BM 1.158 .000 .169 9.172 .000 
DP -1.408 .000 -.857 -69.866 .000 
UPD -4.123 .000 -.109 -5.436 .000 
Sumber: Data yang diolah, 2019 
Berdasarkan hasil analisis regresi 
linier berganda yang disajikan pada Tabel 
4.11, maka diperoleh persamaan regresi 
linier berganda sebagai berikut: 
Y = 17.650 + 6.342 (Pendapatan Asli 
Daerah) + 1.158 (Belanja Modal) – 1.408 
(Dana Perimbangan) – 4.123 (Ukuran 
Pemerintah Daerah) + e 
Hasil interpretasi dari persamaan diatas 
sebagai berikut: 
a. Y = Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
b. Jika semua variabel dianggap kontan 
(tidak berpengaruh) maka nilai Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) 
sebesar 17.650 
c. Setiap kenaikan satu satuan unit 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan 
menaikkan nilai Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar 
koefisien regresi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) = 6.342 dengan asumsi 
variabel independen selain Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dianggap konstan 
(tidak berpengaruh) 
d. Setiap kenaikan satu satuan unit 
Belanja Modal (BM) akan menaikkan 
nilai Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah (KKPD) sebesar koefisien 
regresi Belanja Modal (BM) = 1.158 
dengan asumsi variabel independen 
selain Belanja Modal (BM) dianggap 
konstan (tidak berpengaruh) 
e. Setiap kenaikan satu satuan unit Dana 
Perimbangan (DP) akan menurunkan 
nilai Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah (KKPD) sebesar koefisien 
regresi Dana Perimbangan (DP) = 
1.408 dengan asumsi variabel 
independen selain Dana Perimbangan 
(DP) dianggap konstan (tidak 
berpengaruh) 
f. Setiap kenaikan satu satuan unit 
Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) 
akan menurunkan nilai Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) 
sebesar koefisien regresi Ukuran 




dengan asumsi variabel independen 
selain Ukuran Pemerintah Daerah 
(UPD) dianggap konstan (tidak 
berpengaruh) 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Pendapatan Asli Daerah sebagai 
sumber pendanaan yang bersih berhak 
diakui Pemerintah Daerah yang mana 
Pemerintah Daerah berwenang dan 
memiliki kebebasan dalam hal mengelola 
sumber pendapatan yang berasal dari 
daerahnya sendiri. Semakin tinggi 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang terdiri dari pajak daerah, 
restribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan maka 
hal tersebut menunjukkan kemampuan 
suatu daerah dalam mengelola dan 
mengoptimalisasi potensi sumber 
pendapatan suatu daerah tersebut sehingga 
akan memaksimalkan penerimaan yang 
akan berdampak pada kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah yang semakin baik.  
Berdasarkan hasil uji statistik SPSS 
menunjukan nilai Sig. 0,000 < 0,05 bahwa 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah, 
maka hipotesis diterima. Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah pada Kab/Kota di Jawa 
Timur yang artinya pendapatan asli daerah 
mampu mempengaruhi kondisi ukuran 
Pemerintah Daerah baik meningkat 
(positif) atau menurun setiap tahunnya dan 
dapat dibuktikan melalui gambar 4.11 
Berdasarkan gambar 4.11 
pendapatan asli daerah, belanja modal dan 
dana perimbangan dapat mempengaruhi 
ukuran Pemerintah Daerah setiap 
tahunnya, jadi jika UPD meningkat pada 
periode tersebut maka kedua variabel 
tersebut berpengaruh secara positif 
signifikan. Teori keagenan (agency 
theory)memiliki keterkaitan dengan 
penelitian ini yaituPemerintah Daerah 
sebagai agen yang telah diberi wewenang 
untuk mengelola anggaran dari masyarakat 
melalui pembayaran pajak dan restribusi 
daerah sehingga mampu memenuhi 
harapan dan kepentingan masyarakat 
sebagai prinsipal sebagai contoh yaitu 
perbaikan jalan di Kota Surabaya dimana 
dana yang digunakan dari pajak bumi 
bangunan sehingga  Pemerintah Daerah 
(agen) mampu memberikan pelayanan dan 
kesejahteraan bagi masyarakat (prinsipal).  
Hasil penelitian ini konsisten 
dengan hasil penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Suryono (2019), Rioni 
(2019), Ayu (2018), Wahid (2018), Sari 
(2016), Ariwibowo (2015) yang 
menyatakan bahwa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berpengaruh secara 




Pemerintah Daerah. Sedangkan hasil 
penelitian ini tidak konsisten dengan hasil 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Ida Bagus Badjra yang menyatakan bahwa 
Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah. 
Pengaruh Belanja Modal terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Belanja modal merupakan 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembentukan modal yang sifatnya 
menambah aset tetap atau inventaris yang 
memberikan manfaat lebih dari satu 
periode akuntansi. Belanja modal yang 
baik dari segi seorang manajer di suatu 
entitas pemerintah di daerah yaitu kepala 
daerah harus paham betul asas yang 
berlaku. Ukuran kinerja untuk menilai 
keberhasilan setiap kegiatan yang dikelola 
secara tertib, taat peraturan perundang-
undangan, efektif, efisien ekonomis, 
transparan dan bertanggungjawab  
Berdasarkan hasil uji statistik 
menggunakan SPSS menunjukkan nilai 
Sig. 0,000 <0,05 dan dapat disimpulkan 
bahwa variabel belanja modal berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah, maka 
hipotesis diterima. Positif signifikan yang 
artinya variabel belanja modal sebagai 
tolak ukur bagi Pemerintah Daerah dalam 
menggunakan dana yang diberikan oleh 
Pemerintah Pusat untuk digunakan 
sebagaimana mestinya terhadap aset tetap 
untuk masyarakat baik kota maupun 
kabupaten di Jawa Timur. 
Teori keagenan (agency theory) 
memiliki keterkaitan dalam penelitian ini 
yaituPemerintah Daerah sebagai agen, 
wajib mempertanggungjawabkan dan 
secara mandiri mengurus kegiatan dalam 
rangka membenahi aset tetap yang ada di 
Jawa Timur dengan dana yang diperoleh 
dari Pemerintah Pusat berupa sarana dan 
prasaranayang baik untuk pihak prinsipal 
(masyarakat) dapat merasakan.  
Hasil penelitian ini konsisten 
dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Ida Bagus Badjra (2017), 
dan Wibowo (2017) belanja modal 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 
Sedangkan hasil penelitian ini tidak 
konsisten dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Gideon (2013) yang 
menyatakan bahwa belanja modal tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Pengaruh Dana Perimbangan terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Dana perimbangan terdiri dari 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil 
(DBH) adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan 
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 




desentralisasi Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004.  
Berdasarkan hasil uji statistik 
menggunakan SPSS menunjukan nilai Sig. 
0,000 lebih kecil dari 0,05 dapat 
disimpulkan bahwa variabel dana 
perimbangan berpengaruhnegatifsignifikan 
terhadap kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah, maka hipotesis diterima. Variabel 
dana perimbangan berpengaruh akan 
pendapatan dan belanja modal yang akan 
dilakukan Pemerintah Daerah dalam setiap 
periode tahun berjalan, dana perimbangan 
yang tinggi butuh pengelolaan yang baik 
agar ukuran Pemerintah Daerah dapat 
meningkat di akhir periode. 
Teori keagenan (agency theory) 
ada keterkaitan dengan penelitian ini 
yaituPemerintah Daerah selaku agen harus 
mampu mempertanggungjawabkan 
tugasnya terhadap Pemerintah Pusat 
artinya Pemerintah Daerah harus 
mengelola dengan baik atas dana transfer 
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat 
selaku pihak prinsipal dengan 
memanfaatkan dana tersebut sebaik-
baiknya untuk kebutuhan masyarakat di 
kota maupun kabupaten di Jawa Timur. 
Hasil penelitian ini konsisten 
dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Suryono (2019), Ayu 
(2018), Ida Bagus Badjra (2017), Wibowo 
(2017), Aziz (2016), Sari (2016), Armaja 
(2015), dan Gideon (2013) yang 
menyatakan bahwa dana perimbangan 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 
Sedangkan hasil penelitian ini tidak 
konsisten dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Sesotyaningtyas (2012) 
yang menyatakan bahwa dana 
perimbangan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah 
terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Ukuran Pemerintah Daerah adalah 
salah satu variabel dalam besar kecilnya 
pemerintahan suatu daerah yang dapat 
diukur dengan total aset. Suatu Pemerintah 
Daerah yang berukuran besar memiliki 
jumlah dan transfer kekayaan yang besar, 
sehingga Pemerintah Daerah akan 
mendapatkan pengawasan yang lebih besar 
(Susilawati, 2016). Pemerintah Daerah 
yang besar lebih kompleks dalam 
pengelolaan keuangannya, sehingga 
semakin banyak informasi keuangan yang 
harus dilaporkan untuk mengurangi 
terjadinya asimetri informasi.  
Berdasarkan hasil uji statistik 
menggunakan SPSS menunjukkan nilai 
Sig. 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa 
ukuran pemerinth daerah berpengaruh 
negatif dan signifikn terhadap kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah. Secara 




Daerah berpengaruhnegatif signifikan 
terhadap kinerja keuangan Pemerintah 
Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa 
Timur. Ukuran Pemerintah Daerah 
menjadi variabel tolak ukur berhasil atau 
tidak Pemerintah Daerah memanfaatkan 
seluruh total asetnya yang dimiliki untuk 
kesejahteraan kota maupun kabupaten di 
Jawa Timur. 
Teori keagenan (agency theory) 
ada keterkaitan denganPemerintah Daerah 
selaku pihak agen harus mampu 
mempertanggungjawabkan dalam 
pengelolaan aset dengan baik akan 
memberikan  manfaat yaitu anggaran yang 
telah ditetapkan dan meningkatkan potensi 
peneriman dari pemanfaatan aset yang 
bersangkutan selaku pihak prinsipal 
masyarakat dapat merasakan pelayanan 
dan kesejahteraan yang baik.  
Hasil penelitian ini konsisten 
dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Wibowo (2017), Aziz 
(2016), dan Sari (2016) yang menyatakan 
bahwa ukuran pemerintah daerah 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah. 
Sedangkan hasil penelitian ini tidak 
konsisten dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Rioni (2019) yang 
menyatakan bahwa ukuran pemerintah 
daerah tidak berpengaruh secara signifikan 





1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah Pada 
Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 
2. Belanja Modal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota di 
Provinsi Jawa Timur 
3. Dana Perimbangan berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap Kinerja 
Keuangan Pemerintah Daerah Pada 
Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 
4. Ukuran Pemerintah Daerah 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah Pada Kab/Kota di Provinsi 
Jawa Timur 
Keterbatasan 
1. Penelitian ini menggunakan rasio 
kemandirian keuangan daerah dimana 
dalam pengukuran rasio terdapat 
kesamaan antara variabel independen 
dengan variabel dependen yaitu 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Terdapat kesamaan variabel ini 
menyebabkan data tersebut dioutlier 
sebanyak dua puluh tiga kali 
2. Pengujian Heteroskedastisitas dan 
Pengujian Autokorelasi dengan uji 
SPSS mengalami kasus-kasus 




variabel independen dengan variabel 
dependen 
Saran 
1. Pengukuran kinerja keuangan 
pemerintah daerah dengan 
menggunakan rasio yang lain seperti 
rasio ketergantungan keuangan daerah, 
rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio 
belanja modal, rasio efisien dan rasio 
efektif 
2. Variabel lain yang ditambahkan di 
sektor publik seperti pendapatan 
daerah, belanja daerah, belanja 
pegawai, DAU, DAK, SILPA (Selisih 
Pembiayaan Anggaran) dan laverage 
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